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Visi : REMBANG GEMILANG 2026

Misi : Membangun Infrastruktur dan Ketahanan Ekonomi untuk

Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan

Tujuan RPJMD

“Meningkatnya pembangunan ekonomi  inklusif berbasis Sumber Daya Lokal”

Sasaran RPJMD

“Meningkatnya kualitas pelayanan infrastruktur”

Tujuan OPD

“Meningkatnya kualitas pelayanan infrastruktur”

Sasaran 1 
Meningkatnya

pemerataan dan
kualitas

pembangunan jalan
dan jembatan

Indeks Aksesibilitas 
Jalan

Sasaran 2 
Meningkatnya Akses

Layanan Dasar

Indeks Aksesibilitas 
Layanan Dasar

Sasaran 3
Meningkatnya

kinerja pengelolaan
sumber daya air

% Ketersediaan Air 
Baku

Sasaran 5
Meningkatnya Kualitas
Hasil Penyelenggaraan
Bangunan Gedung Dan 
Lingkungannya serta

layanan jasa kontruksi

% Pertumbuhan Bantuan 
Teknis Bangunan Gedung 

dan Jasa Konstruksi

Sasaran 4
Meningkatnya

Perwujudan Rencana
Tata Ruang Daerah

Capaian Perwujudan
Program Rencana Tata 

Ruang

Sasaran 6
Meningkatnya kualitas
dokumen perencanaan, 

ketepatan capaian target 
kinerja, ketepatan pelaporan

pelaksanaan program 
kegiatan, dan Meningkatknya

akuntabilitas kinerja dan
kualitas pelayanan publik

Nilai SAKIP OPD



Meningkatnya pemerataan dan kualitas pembangunan jalan dan jembatan
Indeks Aksesibilitas Jalan

Penyelenggaraan Jalan
Persentese jalan dalam kondisi mantap

Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota
Persentese jalan dalam kondisi baik

Persentese jembatan dalam kondisi baik

Sasaran 1



Meningkatnya Akses Layanan Dasar

Indeks Aksesibilitas Layanan Dasar

Pengelolaan Dan Pengembangan 

Sistem Air Limbah

Persentase Rumah Tangga Yang

Mengakses Sanitasi Layak

Pengelolaan Dan Pengembangan

Sistem Drainase

Persentase panjang drainase

dalam kondisi mantap

Pengelolaan dan Pengembangan

Sistem

Penyediaan Air Minum (SPAM) di 

Daerah

Kabupaten/Kota

Persentase penduduk berakses air 

bersih layak

Pengelolaan dan Pengembangan

Sistem Air Limbah Domestik

dalam Daerah Kabupaten/Kota 

Jumlah rumah tangga yang 

mendapatkan akses Sistem Air 

Limbah Domestik

Pengelolaan dan Pengembangan

Sistem Drainase yang terhubung

Langsung dengan Sungai dalam

Daerah Kabupaten/Kota

Persentase panjang drainase

dalam kondisi baik

Pengembangan Sistem dan 

Pengelolaan Persampahan

Regional

Persentase Rumah Tangga Yang 

Mengakses Sistem Jaringan

Persampahan

Pengembangan Sistem dan 

Pengelolaan Persampahan di 

Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah rumah tangga yang 

mendapatkan akses pelayanan

sampah

Pengelolaan Dan Pengembangan 

Sistem Penyediaan Air Minum

Persentase (%) Rumah Tangga 

Yang Mengakses Air Minum Layak

Sasaran 2



Pengelolaan Sumber Daya Air

Persentase bangunan air/ Irigasi kewenangan

Kabupaten dalam kondisi baik

Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) 

dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Persentase jumlah bangunan air dalam kondisi baik

Penyusunan Pola dan 

Rencana Pengelolaan

SDA WS 

Kewenangan

Kabupaten/Kota

Dokumen

Penyusunan Pola dan 

Rencana Pengelolaan

SDA WS 

Kewenangan

Kabupaten/Kota

Pembangunan 

Embung dan 

Penampung Air 

Lainnya

Terbangunnya

Embung dan 

Penampung Air

Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah 

Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah/Kabupaten/Kota

Persentase jumlah jaringan irigasi dalam kondisi baik

Rehabilitasi Jaringan

Irigasi Permukaan

Panjang jaringan

Irigasi yang di 

Rehabilitasi

Operasional dan 

pemeliharaan Jaringan 

Irigasi Permukaan

Panjang jaringan Irigasi

yang di Rehabilitasi

Pengelolaan dan 

Pengawasan Alokasi 

Air irigasi

Dokumen

Pengelolaan dan 

Pengawasan Alokasi 

Air irigasi

Meningkatnya kinerja pengelolaan sumber daya air 

Persentase Ketersediaan Air Baku

Normalisasi/ 

Restorasi

/ pemeliharaan Sungai

Terbangunnya

Pengamanan Sungai

Sasaran 3



Meningkatnya perwujudan rencana tata ruang daerah

Capaian perwujudan program rencana tata ruang

Penyelenggaraan Penataan Ruang

Pertumbuhan kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTR

Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah 

(RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang

(RRTR) Kabupaten/Kota

Capaian tahapan yang disyaratkan dalam

penetapan RTRW dan RRTR (%)

Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata 

Ruang Daerah Kabupaten/Kota

Capaian pelaksanaan kegiatan koordinasi

sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang dalam 1 

tahun

Kordinasi dan sinkronisasi

Pemanfaatan Tata Ruang Daerah 

Kabupaten/Kota

Pertumbuhan kesesuaian

permohonan pemanfaatan ruang

Koordinasi dan sinkronisasi

Pengendalian Pemanfaatan Tata 

Ruang Daerah Kabupaten/Kota

Tingkat penyelesaian permasalahan

penataan ruang

Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, 

Konsultasi, Evaluasi dan Penetapan RTRW 

Kabupaten/Kota

Capaian pelaksanaan Persetujuan Substansi, 

Evaluasi, Konsultasi, Evaluasi dan Penetapan

RTRW 

Koordinasi dan sinkronisasi Penyusunan

RTRW Kabupaten/Kota

Capaian pelaksanaan kegiatan koordinasi

sinkronisasi penyusunan RTRW Kabupaten

Koordinasi dan sinkronisasi Pemanfaatan

Ruang untuk Investasi dan Pembangunan 

Daerah

Tingkat penyelesaian persetujuan dan/atau

konfirmasi KKPR

Koordinasi dan sinkronisasi Penertiban dan

Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang

Tingkat penyelesaian penertiban/penegakan

hukum terhadap penyimpangan bidang

penataan ruang

Pelaksanaan persetujuan Substansi, Evaluasi, 

Konsultasi, Evaluasi dan Penetapan RRTR 

Kabupaten/Kota

Capaian pelaksanaan Persetujuan Substansi, 

Evaluasi, Konsultasi, Evaluasi dan Penetapan

RRTR 

Koordinasi dan sinkronisasi Penyusunan

RRTR Kabupaten/Kota

Capaian pelaksanaan kegiatan koordinasi

sinkronisasi penyusun RRTR Kabupaten

Sistem Informasi Penataan Ruang

Ketersediaan homepage penataan ruang

beserta sub-sub domainnyadan/atau

penambahan sub domain dan/ atau update 

data pada subdomain

Koordinasi pelaksanaan penataan ruang

Capaian pelaksanaan penilaian persetujuan

dan/atau konfirrmasi KKPR

Sasaran 4



Meningkatnya Kualitas Hasil Penyelenggaraan Bangunan Gedung Dan 

Lingkungannya serta layanan jasa kontruksi

% Pertumbuhan Bantuan Teknis Bangunan Gedung dan Jasa kontruksi

Penataan Bangunan Gedung

(%) Jumlah Bantuan Teknis 

Pembangunan Bangunan Gedung 

Milik Daerah 

Penataan Bangunan Gedung Dan 

Lingkungannya

(%) Jumlah Bantuan Teknis 

Penataan Bangunan Gedung  Dan 

Lingkungannya

Pengembangan Jasa Konstruksi

pertumbuhan % ketertiban dalam

penyelenggaraan konstruksi

Penyelenggaraan Bangunan Gedung di 

Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, 

Pemberian Izin Mendirikan Bangunan

(IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan

Gedung

Jumlah Penerbitan IMB dan SLF 

Sasaran 5

Penyelenggaraan Penataan Bangunan

dan Lingkungannya di Daerah 

Kabupaten/Kota

Jumlah Perencanaan, Pembangunan, 

pengawasan dan pemanfaatan

Bangunan Gedung Daerah

Penyelenggaraan

Pelatihan Tenaga 

Terampil Konstruksi

Kegiatan pelatihan

dan/atau sertifikasi

Penyelenggaraan Sistem

Informasi Jasa 

Konstruksi Cakupan

Daerah 

Kabupaten/Kota

Tersedianya homepage 

dan/atau subdomain 

SIPJAKI termutakhir

Pengawasan Tertib

Usaha, Tertib

Penyelenggaraan dan 

Tertib Pemanfaatan Jasa 

Konstruksi

Capaian pelaksanaan

pengawasan bidang jasa

kontruksi

Penerbitan Izin Usaha Jasa 

Konstruksi Nasional 

(Non Kecil dan Kecil)

Persentase penertiban

IUJK



Sasaran 6
Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, ketepatan capaian target 

kinerja, ketepatan pelaporan, pelaksanaan program kegiatan, dan meningkatnya 

akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik

Nilai SAKIP OPD

Perencanaan, 

Penganggaran, dan 

Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah

Tersusunnya 

Dokumen 

Perencanaan, 

Penganggaran, dan 

Evaluasi Kinerja 

Perangkat 

Daerah

Administrasi

Keuangan

Perangkat Daerah

Terlaksanya

Administrasi

Keuangan

Perangkat

Daerah

Administrasi

Umum Perangkat

Daerah

Terlaksananya

Administrasi

Umum Perangkat

Daerah

Administrasi

Barang Milik 

Daerah pada 

Perangkat Daerah

Terlaksananya

Administrasi

Barang Milik 

Daerah pada 

Perangkat Daerah

Penyediaan Jasa 

Penunjang Urusan

Pemerintahan

Daerah

Terlaksananya

Penyediaan Jasa 

Penunjang Urusan

Pemerintahan

Daerah

Pengadaan Barang

Milik Daerah 

Penunjang Urusan

Pemerintah Daerah

Terlaksananya

Pengadaan Barang

Milik Daerah 

Penunjang Urusan

Pemerintah Daerah

Administrasi

Kepegawaian

Perangkat Daerah

Terlaksananya

Administrasi

Kepegawaian

Perangkat Daerah

Pemeliharaan Barang 

Milik Daerah 

Penunjang Urusan 

Pemerintahan 

Daerah

Terlaksananya 

Pemeliharaan Barang 

Milik Daerah 

Penunjang Urusan 

Pemerintahan 

Daerah


